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ABSTRACT 

 

Land acquisition for the Solo–Yogyakarta–YIA (Yogyakarta International Airport) 

Toll Road development requires an effective, fair, and timely compensation payment 

mechanism to ensure the protection of affected communities' rights. This study aims to 

analyze the compensation payment mechanism using advance funds provided by the State 

Asset Management Agency (LMAN), identify the obstacles encountered during its 

implementation, and examine its impact on legal certainty and the protection of the rights 

of entitled parties. This research employs a descriptive qualitative method using in-depth 

interviews, observations, and document studies as data collection techniques. The 

findings indicate that the compensation payment mechanism has been implemented in 

accordance with applicable laws and regulations. However, several challenges remain, 

including incomplete administrative documents, differences in procedures among 

institutions, limited human resources, and dissatisfaction among some affected 

communities regarding the compensation value. Although the mechanism has provided 

legal certainty for entitled parties, its impact on improving community welfare has not 

been fully optimal. Therefore, enhanced coordination, communication, and simplification 

of administrative procedures are necessary to improve the effectiveness of land 

acquisition implementation. 

 

Keywords: Land Acquisition; Compensation; LMAN Advance Funds; National Strategic 

Projects; Legal Certainty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu aspek paling menentukan dalam pengadaan tanah adalah 

pembayaran ganti kerugian yang layak, adil, dan tepat waktu kepada pihak yang 

berhak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam 

pengadaan tanah, pendanaan diperlukan bertujuan untuk mempercepat 

penyelesaian pembangunan insfrastruktur dalam rangka mensejahterakan 

masyarakat (Adawiyah & Taupiqqurrahman, 2023). Pengadaan tanah yang efektif 

membutuhkan adanya anggaran yang memadai untuk membayar ganti rugi kepada 

masyarakat pemilik tanah agar kepemilikan tanah dapat dialihkan secara sah dan 

adil. Dapat dikatakan bahwa kerap adanya kasus berkaitan dengan pengadaan 

tanah pembangunan kepentingan umum, karena bentuk dan besaran ganti rugi 

yang menjadi pokok permasalahannya. Namun dalam realitanya, proses ini 

seringkali berlarut-larut, sehingga menyulitkan pemerintah dan pemilik hak atas 

tanah untuk mencapai kesepakatan (A. Sutedi, 2007).  Pendanaan ganti rugi 

biasanya mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tergantung pada 

skala proyek dan instansi yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau pemerintah daerah. Selain itu, proses 

pencairan dana ganti rugi juga menghadapi kendala administratif dan prosedur 

yang kompleks, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran kepada 

masyarakat dan menghambat proyek pembangunan. 

Dengan adanya berbagai macam kendala yang terjadi maka, dibutuhkan 

dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pendanaan dana 

talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah salah satu solusi 

strategis yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna mengatasi masalah 

pembiayaan dalam pengadaan tanah, terutama pada proyek-proyek infrastruktur 

strategis nasional. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik 



 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Manajemen Aset Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset konsultasi, dan pendanaan 

pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Lembaga publik perlu menjaga kualitas 

pelaporan keuangan untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada 

pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang 

berisi pertanggungjawaban entitas atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang 

dimiliki (Ramadhan & Martani, 2023). Menteri Keuangan memberikan tugas 

kepada Lembaga Manajemen Aset Negara dalam pencairan uang ganti rugi 

kepada Pihak yang Berhak yang lahannya terkena pembebasan lahan untuk 

kepentingan umum (N. P. Manalu, 2022).  

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai lembaga negara 

berperan untuk menyediakan dana talangan sementara yang digunakan untuk 

membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah sebelum dana pengadaan 

resmi dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dicairkan. Mekanisme ini dirancang 

untuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi sehingga tidak adanya 

keterlambatan yang terjadi saat pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan 

adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), proses 

pengadaan tanah dapat berjalan lebih dinamis dan efisien karena pembayaran 

kepada masyarakat terdampak bisa dilakukan secara tepat waktu. Pengajuan dana 

talangan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan langkah 

strategis yang sangat penting dalam rangka mempercepat proses pengadaan tanah, 

terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang 

memerlukan ketersediaan lahan secara cepat dan tepat waktu. Secara logis, 

pengajuan ini didasarkan pada prinsip efisiensi fiskal dan mitigasi risiko sosial, 

karena penundaan pembayaran kompensasi sering kali memicu konflik antara 

pemerintah dan pemilik lahan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

pembangunan infrastruktur nasional (Hasil et al., 2020). Keberhasilan pengajuan 

dana talangan sangat ditentukan oleh akurasi data dan transparansi dalam proses 



 

pengadaan sehingga, dana yang diajukan dapat segera dicairkan dan 

dipertanggungjawabkan secara administratif dan fiskal.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tata 

Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga 

Manjaemen Aset Negara, dijelaskan bahwa proses pengajuan dimulai dengan 

persiapan dokumen administratif yang lengkap meliputi dokumen penetapan 

lokasi, surat keputusan harga tanah, berita acara hasil penilaian tanah, serta 

perencanaan anggaran yang sudah disetujui oleh instansi terkait seperti Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Keuangan, dan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang (PUPR). Selanjutnya, pengajuan dana talangan diajukan oleh 

instansi pengguna anggaran kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 

melalui aplikasi atau mekanisme yang telah ditentukan, dengan melampirkan 

dokumen pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga 

Manajemen Aset Negara (LMAN) kemudian akan melakukan verifikasi dan 

validasi dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian administrasi, legalitas 

tanah, dan keabsahan nilai ganti rugi. Apabila evaluasi positif, Lembaga 

Manajemen Aset Negara (LMAN) mengeluarkan persetujuan prinsip dan 

kemudian mencairkan dana melalui mekanisme transfer ke rekening pemohon, 

dengan syarat bahwa pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres 

pembayaran ganti rugi dalam kurun waktu paling lambat 17 (tujuh belas) hari 

sejak validasi dan persetujuan telah terjadi, serta disertai dengan jaminan 

pengembalian dari pemerintah. 

Tata cara ini juga mengharuskan pemantauan berkala oleh Lembaga 

Manajemen Aset Negara (LMAN) terhadap penggunaan dana, termasuk laporan 

periodik dari pemohon, serta mekanisme audit untuk memverifikasi bahwa dana 

talangan digunakan sesuai peruntukan, guna mencegah penyalahgunaan 

(Adawiyah & Taupiqqurrahman, 2023). Ditambah lagi, koordinasi lintas lembaga 

seperti antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lembaga Manajemen Aset 

Negara (LMAN), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

sendiri memerlukan sinkronisasi yang intens agar dokumen dan proses pengajuan 

berjalan lancar yang sering kali memakan waktu hingga beberapa bulan bahkan 



 

tahun jika tidak dioptimalkan. Keterlambatan atau kekurangan dokumen dapat 

menimbulkan penolakan atau penundaan pencairan dana yang berimplikasi pada 

kelambatan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan 

kapasitas administrasi di daerah, di mana pemerintah lokal mungkin kurang 

familiar dengan prosedur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sehingga 

meningkatkan risiko kesalahan pengajuan yang memerlukan revisi berulang dan 

penundaan lebih lanjut sehingga seringkali mengakibatkan mundurnya pemberian 

ganti rugi dari waktu yang sudah ditetapkan ataupun dijadwalkan.  

Namun demikian, mekanisme dana talangan Lembaga Manajemen Aset 

Negara (LMAN) bukanlah solusi tanpa masalah yang dapat menyelesaikan semua 

permasalahan dalam pembayaran ganti kerugian negara secara komprehensif 

(Wardani & Prasetyo, 2024). Dalam implementasinya, mekanisme ini masih 

menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan yang dapat 

mengurangi efektivitas dan manfaat yang diharapkan. Berbagai permasalahan 

krusial muncul dalam pelaksanaan mekanisme dana talangan yang memerlukan 

perhatian serius dari para pengambil kebijakan dan peneliti. Kompleksitas 

permasalahan yang dihadapi dalam implementasi mekanisme dana talangan 

talangan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menunjukkan bahwa 

inovasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan dan memerlukan 

evaluasi serta penyempurnaan berkelanjutan yang disebabkan oleh kompleksitas 

prosedur administrasi dan persyaratan dokumen yang ketat sebagai bentuk kehati-

hatian pengelolaan keuangan negara. Selain itu, disharmoni pemahaman 

antarkelembagaan, baik antara instansi pelaksana pengadaan tanah, pemerintah 

daerah, Kantor Pertanahan, maupun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), 

kerap menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap tahapan, kewenangan, dan 

tanggung jawab masing-masing pihak. 

Karena beberapa masalah yang terjadi, peneliti tertarik memilih judul 

untuk mengkaji salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan 

pengadaan tanah. Keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya 

ditentukan oleh proses perencanaan dan penetapan lokasi, tetapi juga oleh 

kemampuan pemerintah dalam memberikan ganti kerugian secara adil, tepat 



 

waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan 

dana talangan LMAN belum sepenuhnya menghilangkan hambatan dalam 

pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, sehingga diperlukan kajian yang mampu 

mengidentifikasi bentuk-bentuk problematika yang terjadi beserta faktor-faktor 

penyebabnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian data dan persoalan yang menjadi fokus utama dari 

penelitian ini adalah ketidaksesuaian pemahaman Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk masalah waktu 

pemberian ganti rugi. Peneliti menyusun panduan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah 

menggunakan dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset  Negara 

(LMAN)? 

2. Apa saja problematika dalam implementasi pembayaran ganti kerugian 

Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (Yogyakarta 

International Airport)? 

3. Faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran ganti kerugian 

pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (Yogyakarta 

International Airport)? 

4. Bagaimana dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA 

(Yogyakarta International Airport) terhadap kepastian hukum pihak yang 

berhak? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis mekanisme pembayaran ganti kerugian menggunakan dana 

talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). 

2. Mengidentifikasi problematika implementasi pembayaran ganti kerugian 

pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (Yogyakarta 



 

International Airport) menggunakan dana talangan dari Lembaga 

Manajemen Aset Negara (LMAN). 

3. Menjelaskan faktor penyebab keterlambatan pembayaran ganti kerugian 

pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (Yogyakarta 

International Airport) menggunakan dana talangan dari Lembaga 

Manajemen Aset Negara (LMAN). 

4. Menganalisis dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA 

(Yogyakarta International Airport) terhadap kepastian hukum dan 

perlindungan hak kepada pihak yang berhak. 

 

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis yaitu dapat memberikan kontribusi akademik dalam 

pengembangan kajian pengadaan tanah, khususnya terkait pendanaan ganti 

kerugian melalui dana talangan Lembaga Manajemen Aset Negara 

(LMAN), serta memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum 

pertanahan dan manajemen keuangan negara. 

2. Secara praktis yaitu diharapkan akan menjadi bahan evaluasi dan 

rekomendasi bagi instansi terkait, terutama Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dalam 

memperbaiki mekanisme pembayaran ganti kerugian agar lebih efektif, 

transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat terdampak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-

Yogyakarta-YIA (Yogyakarta International Airport) menggunakan dana talangan 

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah berjalan sesuai dengan teori dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam mendukung 

percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).  Tetapi, dalam 

implementasinya masih ditemukan adanya hambatan yang memengaruhi 

efektivitas pembayaran ganti kerugian. Lebih lanjut, kesimpulan pada penelitian 

ini berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang sudah dibuat 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mekanisme pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah menggunakan 

dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam 

hal ini: 

a. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek Jalan Tol 

Solo-Yogyakarta-YIA (Yogyakarta International Airport) sudah 

berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum. Peraturan ini sudah sepenuhnya diterapkan oleh instansi 

terkait selama pelaksanaan tahap proses pengadaan tanah 

berlangsung.  

b. Proses dan syarat penggunaan dana talangan untuk pembayaran 

ganti kerugian menggunakan dana talangan dari Lembaga 

Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Lembaga 

Manajemen Aset Negara. Lembaga Manajemen Aset Negara 

(LMAN) bertanggung jawab penuh guna mendukung percepatan 

pembayaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah ini. 



 

c. Koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan cukup baik dan 

efektif. Tetapi, koordinasi kepada pihak yang berhak yaitu 

masyarakat terdampak pengadaan tanah masih tidak efektif 

dengan kendala utama yaitu terkait masalah administratif. 

2. Problematika dalam implementasi pembayaran ganti kerugian Pengadaan 

Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA (Yogyakarta International 

Airport) masih cukup banyak faktor dan masalah yang terjadi, diantaranya 

yaitu: 

a. Masalah utama dalam pengadaan tanah ini yaitu pengaruh 

kelengkapan dokumen pihak terdampak terhadap proses 

pembayaran ganti kerugian sangat penting untuk waktu 

pembayaran ganti kerugian. Pada penelitian ini, masih ada 3 (tiga) 

masyarakat terdampak dengan dokumen yang belum lengkap. 

Perbedaan syarat administratif yang biasanya menyebabkan 

masalah ini.  

b. Setiap instansi melakukan upaya untuk mengatasi hambatan 

implementasi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-

YIA dari segi komunikasi dan inventaris berkas. Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi hambatan pengadaan tanah yang dilaksanakan. 

3. Ditemukan beberapa faktor dan masalah yang memengaruhi efektivitas 

implementasi pengadaan tanah jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA. 

Masalah-masalah ini disebabkan mulai dari kurangnya koordinasi, 

belum puasnya masyarakat terdampak akan nilai ganti rugi yang 

ditetapkan, Sumber Daya Manusia yang terbatas, hingga proses 

administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Lembaga 

Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berbeda. 

4. Ada beberapa dampak terkait pengadaan tanah jalan tol Solo-Yogyakarta-

YIA (Yogyakarta International Airport) dan penilaian ganti rugi terhadap 

kepastian hukum pihak yang berhak, yaitu: 

a. Penilaian besar kecilnya jumlah ganti kerugian pada pengadaan 

tanah dilakukan oleh KJPP dan sudah sesuai dengan peraturan 



 

perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).  

b. Kondisi dan tingkat kesejahteraan pihak yang berhak terkait 

dengan pemberian ganti kerugian masih belum maksimal. Hal ini 

dibuktikan oleh masih adanya 3 (tiga) masyarakat yang belum dan 

susah mendapatkan bangunan atau tanah pengganti yang sesuai. 

c. Persepsi pihak yang berhak terkait pengadaan tanah ini masih 

cukup beragam karena adanya perbedaan pandangan dari setiap 

aspek persepsi, terdapat respon positif dan negatif dari pihak yang 

terdampak.  

 

B. Saran 

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kalurahan 

Ambarketawang 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kalurahan Ambarketawang 

perlu meningkatan sosialisasi kepada masyrakat terkait dengan 

kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pelaksanan 

pengadaan tanah, agar hambatan administratif dapat berkurang. 

 

 

2. Untuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) diharapkan melakukan 

penyederhanaan prosedur pencairan dana talangan tanpa mengurangi 

aspek administratif, sehingga proses pembayaran ganti kerugian kepada 

pihak yang berhak dapat tepat waktu. 

3. Untuk Masyarakat Terdampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-

Yogyakarta-YIA (Yogyakarta International Airport) 



 

Masyarakat terdampak perlu lebih aktif dalam melengkapi persyaratan 

administratif serta mengikuti tahapan pengadaan tanah sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku agar proses pembayaran ganti 

kerugian dapat berjalan efektif. 
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